BAB 1V

ANALISIS UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
HUKUM ISLAM TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN PT. POS
INDONESIA DENGAN KONSUMEN

A. Tanggung Jawab Pihak Pos Terhadap Konsumen Yang Dirugikan
Setiap transaksi tidak pernah terlepas dari resiko, baik dilakukan dengan
sengaja maupun tidak sengaja. Untuk memberikan perlindungan dengan adanya
resiko ini adalah dengan tanggung jawab. Tanggung jawab adalah suatu yang
timbul karena hubungan hukum sehingga menimbulkan adanya hak dan
kewajiban bagi pihak-pihak yang terkait. Adapun macam-macam tanggung jawab
ini antara lain:
1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Keasalahan
Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan adalah prinsip yang
cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan hukum perdata. Teori murni
dalam prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian adalah suatu Tnggung
jawab yang didasarkan pada adanya unsur kesalahan dan hubungan kontrak.
2. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi
Tanggung jawab produsen yang dikenal dengan wanprestasi adalah
tanggung jawab berdasarkan kontrak. Dengan demikian ketika suatu produk
rusak dan mengakibatkan kerugian konsumen, umumnya pertama-tama melihat
isi dari kontrak perjanjian atau jaminan yang merupakan bagian dari kontrak

baik tertulis maupun lisan.'

! Abdul Halim Barakaullah, Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis Dan Perkembangan
Pemikiran, 61

54



55

3. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak
Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen
secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen
barang, yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen.

Jika dilihat dari beberapa bentuk tanggung jawab ini dapat dikatakan bias
digunakan dalam tanggungjawab pihak pos kepada konsumen yang dirugikan.
Pertama, mengenai prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian yaitu apabila
pihak pos dalam meyelenggarakan jasanya mengalami kelalaian sehingga dapat
membuat barang kiriman rusak maka pihak pos haruslah bertanggung jawab
meskipun hal ini dilakukan tanpa disengaja namun karena ia lalai maka ia
memiliki kewajiban untuk tanggung jawab selain itu juga kelalaianyang ia
lakukan dikarenakan kurangnya kehati-hatian dalam menjaga keamanan dan
keselamatan barang. Kedua, prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi
ketika membahas mengenai wanprestasi tentunya didalamnya terdapat sebuah
perjanjian dan apa yang dilakukan oleh pihak pos dan konsumen jasa pos ini dapat
diartikan dengan perjanjian karena penggunaan jasa ini terdapat kesepakatan yang
telah dibuat oleh pihak pos dan konsumen terhadap jasa apa yang akan ia
gunakan, yang dapat menentukan hak dan kewajiban bagi pihak pos dan
konsumen jasa pos. Ketika dalam penyelenggaraannya lalu dikemudian hari tidak
sesuai dengan yang sudah disepakati di awal maka pihak pengguna jasa pos
berhak meminta tanggung jawab kepada pihak pos untuk memberikan ganti rugi
dikarenakan pihak pos telah wanprestasi. Ketiga, prinsip tanggung jawab mutlak,

prinsip ini dikarenakan dalm penyelenggaraan jasa pos maka ketika konsumen
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jasa pos merasa dirugikan, pihak pos haruslah bertanggung jawab terhadap
kerugian yang diderita oleh konsumennya tanpa adanya syarat baik segaja
maupun tidak.

Dalam hukum Islam sikap tanggung jawab ditunjukkan pada ayat al-Qur’an

yaitu;

I R TE T

Artinya:
“tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.”

Pengiriman barang yang sangat membutuhkan kehati-hatian dalam menjaga
barang supaya selamat sampai tujuan adah hal yang tak mudah dan tentunya
seringkali terjadi beberapa kerusakan barang atau bahkan hilangnya barang.
Kesalahan dalam pengangkutan dan pengiriman barang adalahmerupakan
kelalaian pengangkkt dalam menjaga barangnya namun tidak dipungkiri juga
dapat disebabkan oleh factor bencana alam.

Resiko kerusakan , keterlambatan, hingga hilangnya barang seperti yang
dikatakan oleh ibu Firda yaitu banyaknya pihak pengguna jasa pos yang
melakukan complain dikarenakan barang yang terlambat tentunya membutuhkan

sebuah tanggung jawab atau ganti rugi yang harus dilakukan olehpihak pos.’

B. Perlindungan Konsumen Jasa Pos di PT. Pos Indonesia (Persero)
Magersari Sidoarjo menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen

dan Hukum Islam

? Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2000), 173
3 Firda, Wawancara, Sidoarjo, 09 Juni 2017
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1. Analisa Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Jasa menurut Hukum Islam
Dalam hukum Islam setiap jenis muamalah diperbolehkan dengan syarat
harus berpedoman pada syariat Islam. Hal ini sebagaimana di atur dalam

kaidah figh yang berbunyi:

et 2 e s Juy of WLy Al 3 oY)

Artinya:

“Hukum asal dalam setiap muamalah adalah boleh dilakukan kecuali
ada dalil yang mengharamkannya.”

Berdasarkan kaidah ini segala macam transaksi dalam hukum Islam
diperbolehkan asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak
bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadits. Oleh karena itu, trasaksi yang
dilakukan oleh pihak pos dan pengguna jasanya diperbolehkan dalam
hukum Islam karena tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Transaksi yang dilakukan pihak pos dengan jasa pos dalam hukum Islam
ataupun muamalah dapat dikatakan sebagai ijarah karena ijarah sendiri
memiliki arti yaitu diantaranya sebagai jual beli jasa yang mengandung
manfaat. Dan yang dilakukan oleh pihak pos dan konsumen yaitu memberi
upah sebagai nilai dari manfaat jasa yang diberikan oleh pihak pos, oleh
karena itulah transaksi yang dilakukan antara pihak pos dengan konsumen
ini dapat dilakukan sebagai ijarah.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan di PT. Pos

Indonesia (Persero) Magersari Sidoarjo. Kantor pos masih memiliki

keunggulan dari jasa-jasa serupa yang juga menyelenggarakannya.

* A.Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-
Masalah yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2009) him. 130
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Banyaknya konsumen yang menggunakan jasa pos ini dikarenakan biaya
yang lebih irit dibandingkan dengan jasa pengiriman barang lainnya yang
mana itu bisa menjadi daya pancing bagi pihak Pos untuk menarik
konsumen.

Dengan masih banyaknya masyarakat yang memilih untuk menggunakan
jasa pos ini pihak pos memiliki tanggung jawab yang tinggi untuk
memelihara kepercayaan konsumen pengguna jasa pos. Oleh karena itu
disini pihak pos memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap jasa yang
diselenggarakannya dengan melindungi konsumen pengguna jasanya karena
dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang pos
dirumuskan bahwasanya pos diselenggarakan berdasarkan asas;’ a)
kemanfaatan; b) keadilan; c) kepastian hukum; d) persatuan; e) kebangsaan;
f) kesejahteraan; g) keamanan; h) kerahasiaan; 1) perlindungan; j)
kemandirian dan kemitraan.

Pemberian perlindungan kepada konsumen salah satunya adalah dengan
menepati janji yang telah dikatakan oleh pihak pelaku usaha kepada

pengguna jasa pos, sebagaimana firman Allah:

T 8400 o A_E. 4 (G _gE
® 258200 1533l 15l T G

Artinya:
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”

Dalam ayat ini sudah jelas bahwasanya kita diperintahkan untuk

menunaikan atau menepati akad yang telah kita buat. Hal ini serupa dengan

> Pasal 2 Undang-Undang NO. 38 Tahun 2009 Tentang Pos, (Lembaran Negara RI Tahun 2009,
No. 146)
% Departemen Agama R, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2000), 233
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apa yang dilakukan oleh pihak pos dan pengguna jasa pos karena sebelum
melakukan pengiriman barang atau surat yang mana pengguna jasa pos
memilih sendiri akan menggunakan jasa yang seperti apakah dalam hal akan
mengirim barang, dengan pemilihan jasa apa yang akan digunakan hal ini
telah dapat membuat sebuah akad karena di dalamnya telah ada
kesepakatan. Dalam sighat akad sendiri, akad ini tidak harus diucapkan
secara tulisan melainkan secara lisan maupun perbuatan bias dianggap
sebagai cara melakukan sighat akad, menurut K.H. Ahmad Azhar Basyir
bahwa akad dapat dilakukan tidak dengan cara tulisan saja melainkan
dengan cara lisan maupun prtbuatan juga bisa.

Dengan adanya akad ini mendatangkan hak dan kewajiban antara kedua
belah pihak sehingga menimbulkan keharusan untuk saling menunaikan hak
dan kewajibannya masing-masing tanpa menimbulkan kerugian sebagai
upaya untuk melindugi hak dari konsumen dan pelaku usaha.

Apa yag dilakukan oleh pihak pos dan pengguna jasa pos ini bisa
dikatakan sebagai sighat akad secara tulisan meskipun bentuknya dengan
menggunakan secara lisan karena terdapat bukti pembayaran adanya
transaksi yang telah dilakukan antara pihak pos dan pengguna jasa pos.
Dengan adanya bukti transaksi ini pun bias dijadikan sebagai alat untuk
memberikan perlindungan bagi penguna jasa pos. karena ketika dikemudian
hari terdapat hal-hal yang tidak diiginkan bukti pembayaran menjadi sarana
untuk mengajukan ganti rugi atau untuk mendapatkan tanggung jawab dari

pihak pos. Seperti yang dikatakan Ananda Firda ketika ada barang yang
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hilang atau rusak maka biasanya haya perlu menunjukkan bukti
pembayarannya saja.

Adapun bentuk perlindungan lain yang diberikan oleh pihak pos
Magersari disini adalah dengan pihak pos meberikan kesempatan pada
konsumen yang melakukan komplain atau pihak pos memberikan hak pada
konsumen untuk mengatakan keluhannya.’

Apa yang dilakukan oleh pihak pos ini merupakan sebuah upaya untuk
memberikan perlindungan bagi konsumennya yang mana dalam pasal 4
Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu, konsumen memiliki hak
untuk di dengar akan pendapat dan keluhannya. Degan adanya hak utuk
didengar ini memberikan ruang bagi pengguna jasa pos yang lebih
spesifikya yaitu pengirim paket untuk meyatakan keluhan-keluhannya
kepada pihak pos. Hal ini mengingat karena dalam penyelenggaraan jasa
pos ini seringkali terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan atau tidak sesuai
dengan apa yang terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dengan apa yang
sudah diperjanjikan diawal.

Cara menyampaikan keluhan yang ada di kantor pos Magersari ini
adalah dengan cara mendatangi langsung kantor pos lalu memberitahukan
keluhannya. Yang kemudian pihak pos akan memberikan pernyataan atau
penjelasan akan keluhan yang diajukan oleh pengguna jasa pos. seperti yang
dikemukaan oleh pihak pos yaitu ananda Firda ketika akan melakukan

komplain maka hanya perlu mendatangi langsung kantor pos dan kemudian

’ Firda, Wawancara (Sidoarjo, 9 Juni 2017)
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menyampaikan keluhannya. Dengan kata lain berarti apa yang dilakukan
oleh pihak pos merupakan salah satu sarana untuk memberikan
perlindungan bagi pengguna jasanya. Karena pihak pos telah menunaikan
hak konsumen yaitu mendengar keluhannya seperti pada pasal 4 ayat (4)
bahwasanya konsumen memiliki hak untuk di dengar akan pendapat dan
keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan oleh konsumen. Kemudian
bentuk perlindungan lain yang diberikan oleh pihak pos adalah seperti
kerahasiaan dan keselamatan barang kiriman. Seperti yang ada dalam pasal
2 undang-undang nomor 38 tahun 2009 tentang pos bahwasanya pos
diselenggarakan berdasarkan beberapa asas yang diantaranya yaitu
kerahasiaan dan keselamatan.

Namun di luar itu masih terdapat sebuah kekeliruan dengan apa yang
dilakukan oleh pihak pos karena dalam permasalaha keterlambatanbarang
ini mereka tidak melakukan pertanggungjawaban atau pemberian ganti
rugi.®

Padahal seharusnya pengguna layanan pos mendapatkan ganti rugi
akibat dari keterlambatan barang kiriman, karena apa yang dilakukan oleh
pihak pos dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa pos. Yang
kemudian dalam hukum Islam pun juga disebutkan bahwasanya dalam
setiap transaksi haruslah mengandung manfaat bagi pihak-pihak yang
menyelenggarakan karena tujuan dari sebuah transaksi adalah sebuah

manfaat atau maslahat dan bukanlah sebuah kemudharatan.

¥ Firda, Wawancara (Sidoarjo, 9 Juni 2017)
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Selain itu dalam hukum Islam khususnya ijarah dalam hal menjual jasa
segala sesuatu yang diperkerjakan baik secara pribadi maupun kelompok
mereka harus mempertanggungjawabkannya, ketika ada unsur kelalaian atau
kesengajaan yang dilakukan oleh orang yang bekerja (petugas pos). dalam

sebuah ayat al-Qur’an juga disebutkan:’

8, Z72st s > £ _ 4 N T
oSl Ay Gy s 5 bl st 058 2
Artinya:
“Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yan telah kamu
kerjakan”

Penggalan ayat tersebut menjelaskan bahwasanya setiap manusia akan
dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang mereka lakukan. Oleh
karena itu tanggung jawab merupakan suatu hal yang sangat penting dalam
setiap transaksi karena dengan adanya tanggung jawab ini maka akan tidak
ada hak-hak diantara mereka yang terbengkalai.

Untuk itu demi terciptanya transaksi yang saling menguntungkan antara
kedua belah pihak maka diperlakukan kepastian hukum di dalamnya dan
dengan adanya kepastian hukum ini akan mengandung sebuah maslahat dan
bukanlah justru sebaliknya yaitu kemudharatan. Karena dengan adanya
kemaslahatan hal ini berarti telah sesuai dengan maga>sj}id as-shar’i. Di
dalam kemaslahatan sendiri pun ada syart yang harus dipenuhi, yakni:

a. Bahwa kemaslahatan tersebut bersifat haqiqi bukan didasarkan pada

praduga semata. Sebab, tujuan persyariata suatu hukum dalam Islam

? Departemen Agama R, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2000), 206
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bertujuan  untuk mendatangkan manfaat atau menghilangkan
kemudharatan.

Berdasarkan persyaratan yang pertama ini maka hal tersebut telah
terpenuhi karna telah sesuai dengan maksud adanya perlindungan hukum
yang harus diberikan oleh pihak pos kepada pengguna jasanya, juga
bertujuan untuk mendatangkan manfaat bagi konsumen agar disana
pengguna jasa pos lebih merasa aman dengan pelayanan jasa pos.

b. Kemaslahatan itu sejala dengan maqga>stid as-shar’i dan tidak
bertentangan dengan nash atau dalil-dalil gat’i. Dengan kata lain,
kemaslahatan tersebut sejalan dengan kemaslahatan yang telah ditetapkan
syara’.

Dengan dipenuhinya hak para konsumen pengguna jasa pos, hal ini
sejalan degan maqga>s/}id as-shar’i karena di dalamnya tidak ada
pertentangan maqa>s}id as-shar’i yang diantaranya yaitu: melindungi
agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi nasab, dan melindugi
harta. Yang justru sebaliknya dengan dipenuhinya hak para konsumen ini
akan dapat menciptaka sebuah kesejahteraan bagi konsumen jasa pos. Selain
itu menunjukkan bahwa hak para konsumen jasa pos telah terlindungi
haknya.

Memang tidak dipungkiri ketika ada resiko yang tidak diinginkan ada
beberapa penyebab yang menjadi kurang terlindunginya konsumen
pengguna jasa pos, adapu penyebab kurang terlindunginya jasa pos antara

lain:
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a. Dalam hal masalah keterlambatan ada beberapa penyebab yang
menimbulkan barang kiriman terlambat sampai pada tujuan yaitu;
karena keterbatasan transportasi ketika mengirim barang hingga keluar
pulau jawa, yang kemudian karena keadaan cuaca yang buruk, selain itu
karena bandara mengalami overload, dan kurir yang mengantar barang
mengalami keterlambatan. Hal seperti ini yang dikatakan oleh ananda
Firda sebagai pihak kantor pos.

Namun hal ini pada dasarnya bukanlah menjadi halangan utuk
memberikan jasa yang nyaman bagi konsumen, seharusnya pihak pos
dalam menyelenggarakan jasanya lebih berhati-hati lagi supaya hal ini
tidak terulang lagi.

b. Kurangnya pengetahuan konsumen mengenai hak-hak konsumen.
Kurangnya pengetahuan konsumen mengenai hak-hak inilah yang
menyebabkan konsumen kurang terlindugi. Selain itu juga dalam bukti
pembayaran yang ada disana tidak ada keterangan yang menunjukkan
adanya ganti rugi ketika barang terlambat, dalam bukti pembayaran
yang ada hanyalah besaran untuk kerusakan barang saja. Sehingga hal
ini menambah ketidaktahuan para konsumen mengenai apa saja hak-hak
mereka yang didapatkan ketika melakukan transaksi menggunakan jasa
pos.

c. Kurangnya petugas loket dalam memastikan alamt pengiriman. Di
dalam pelaksanaan penyelenggaraan pos, yakni adalah asas keselamatan

dan keamanan. Asas keselamatan dan keamanan menjelaskan bahwa
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penyelenggaraan pos harus memperhatikan factor keselamatan dan

keamanan baik dalam hal perencanaan maupun pengoperasiannya.

2. Analisis Pertanggungjawaban pelaku usaha jasa menurut Undang-
Undang Perlindungan Konsumen

Pihak pos sebagai penyelanggara memiliki tanggung jawab terhadap
keselamatan barang yang dikirim apabila terdapat kerusakan. Numun
penggantian ganti rugi ini juga berbeda tergantung setiap objek.

Apa yang dilakukan pihak pos ini telah sesuai dengan peraturan yang
berlaku. Dalam pasal 28 Undang-Undang nomor 38 Tahun 2009 tentang
Pos dirumuskan bahwa: '

“Pengguna layanan pos berhak mendapatkan ganti rugi apabila
terjadi:

a. Kehilangan kiriman

b. Kerusakan isi paket

c. Keterlambatan kiriman; atau

d. Ketidaksesuaian antara barang yang dikirim dan diterima

Yang kemudian dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 tahun
1999 tentang perlindungan konsumen juga menyebutkan pelaku usaha
bertanggung jawab memberikanganti rugi atas kerusakan dan kerugian
konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan
atau diperjualbelikan.

Kedua pasal diatas tidak ditentukan secara rinci tentang pemberian

ganti rugi yang harus di berikan oleh pelaku usaha jasa terhadap

konsumen yang menggunakan jasanya, oleh karena itu karena tidak

' UU No. 38 tahun 2009 tentang Pos
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adanya ketentuan yang memberikan perincian mengenai pemberian ganti
rugi maka pihak pos memiliki wewenang untuk membuat aturan
mengenai ganti rugi terhadap pengguna jasanya yang merasa dirugikan.

Dalam hukum Islam sendiri, pemberian ganti rugi ini termasuk
kedalam dlaman aqdin yaitu terjadinya suatu akad atas transaksi sebagai
penyebab adanya ganti rugi atau pertanggungjawaban. Karena dalam
hubungan antara pihak pos dengan pengguna jasa yang dirugikan terikat
pada suatu akad. Pemberian ganti rugi tidak dapat dilakukan sewenang-
wenang maksudnya tanpa memperhatikan hak dari konsumen dan hanya
inginmeraih keuntungan bagi pihak pos saja.

Akan tetapi, praktek tak selalu sejalan dengan teori, masih ada
beberapa hal yang di langgar oleh PT. Pos Indonesia dalam pemberian
ganti rugi pengiriman dengan jenis express, baru akan diganti rugi
apabila pengiriman barangnya dengan nilai harga minimal Rp. 300.000,-
R

Apa yang dilakukanoleh pihak pos ini yaitu pemberian ganti rugi
menggunakan pembatasan harga tentunya menyalahi sebuah aturan
karena di dalam Undang-Undang sendiri tidak ada pernyataan yang
menyatakan nilai minimum dalam pemberian ganti rugi.

Yang dalam pasal 7 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen dirumuskan memberi kompensasi, ganti

1 Nia, Wawancara, Sidoarjo, 09Juni 2017
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rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima
atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.'

Kemudian, apabila dilihat dari segi mas}lah}ah yang ditinjau dari
segi kualitas dan kepentingan tanggung jawab dengan pemberian ganti
rugi ini merupakan mas}lah}ah al- d{aru>ri>yah karna dalam
mas}lah}ah al- d{aru>ri>yah terdapat lima hal yang harus dijaga.
Adapun kelima hal yang dimaksud adalah menjaga agama, menjaga jiwa,
menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta.

Dan pertanggungjawaban ini dimasukkan sebagai menjaga harta, hal
ini disebabkan pihak pengguna jasa pos telah merasa dirugikan dengan
membayar jasa yang ia gunakan kepada pihak pos sedangkan pihak pos
tidak dapat menepati janjinya untuk mengantar barang dengan selamat.

Dalam keadaan seperti ini ketika pelaku usaha mempersulit untuk
memberikan ganti rugi terhadap konsumen maka konsumen memiliki hak
untuk mengajukan gugatan ke badan penyelesaian konsumen atau ke
badan perasiln tempat dimana konsumen berada. Hal seperti ini yang

tercantum dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999.

12 pasal 7 ayat (7) Undang-UndangNomor 8§ Tahun 2009Tentang Perlindungan
Konsumen,(Lembaga Negara RI Tahun 1999 Nomor 42)



